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PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI TERHADAP KINERJA BIROKRASI
(Studi Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :

59 Tahun 2001 pada Badan Pengembangan Sistem Informasi
dan Telematika Daerah (Bapesitelda) Propinsi Jawa Barat)

”‘a’ Ahmad Syukri” o

Abstrak:  Pesatnya  kemajuan  leknologi  telekomunikasi, mullimedia, dan
informaiika  ataw  disingkat  telematika, serta  meluasnya  perkembangan
infrastrukinr  informast global telah  mengubal cara kegiatan bisnis yang
dilaksanakan di industri, perdagangan dan pemerintah. Perkembangan ekononi
berbasis ilmu  pengetabuan felah menjadi paradigma global yang domzinan.
- Remampuan untuke terifbat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi mulai
dipandang sebagai langkalb ataw Strategl untwk  menentukan masa  depan
kesefabteraan bangsa. Melibat peluang yang ada, pemerintaban di daerah niulal
lerdorong untuk ikut berkiprab di sektor lelematika, terutama sgak efektifnya
Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan lebib luas kepada daerah untuk
menyelenggarakan  pemerintaban dan  pembangunan dengan mengoptimatkan
selurieh potensi yang ada melalui perencanaan sirategis yang baik. Tulisan int
akan mengRajl lfentang pengarub implementasi kebijakan tupoksi terbadap
kinerya birokrasi di Bapesitelda Jawa Barat.

Kata kunci: tupoksi, kinerja birokrasi, sistem informasi.

Perwujudan suatu perencanaan strategis dalam bidang Sistem
Informasi dan Telemartika (Sitel) akan dikembangkan secara terpusat,
terpadu dan berencana sehingga menjadi mekanisme pengambilan
keputusan bagi pimpinan di tiap jenjang administrasi pemerintahan
yahg dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Pembangunan dan
pengembangan Sitel haruslah merupakan suatu sistem informasi yang
terpusat dan terpadu serta melingkupi semua informasi yang terdapat
di berbagai badan, dinas, lembaga dan instansi lainnya pada setiap
jenjang administratif di lingkungan pemerintah propinsi.

*Ahmad Syukri adalah dosen Mata Kuliah Iimu Politik Fakultas Syari'ah TAIN Raden
Fatah. Merupakan alumni Magister Program Ilmu-Ilmu Sostal, Bidang Kajan Umum
KKebrjakan Publik pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung,
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Pengelolaan sistem informasi berkedudukan sebagai suatu sub
sistem dan terpadu dalam sistem manajemen organisasi yang berfungsi
sebagai pendukung proses manajemen terutama dalam pembuatan
_ keputusan, penetapan kebijaksanaan serta tindakan bagi para pemakai
mnformasi (Hamalik, 1993: hlm. 31). Maka dari itlah dalam
mengantisipast  hal tersebur dan juga demu mengantsipasi
perkembangan kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
khususnya kemajuan Teknologi Informasi (TT) yang sangat cepat,
diperlukan  lembaga  teknis  yang mampu  menyelenggarakan
pembangunan dan pengembangan Sitel secara profesional. Lembaga
teknis / wunit kerja terscbut harus mampu menjadi penggerak
tertbentuknya infrastruktur informasi yang Dbersifat  koordinatif,
agregatif, intermediaaf dan lintas sektoral.

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16
Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat Bab
Il Pasal 2 disebutkan bahwa Badan Pengembangan Sistem Informasi
dan Telematika Daerah (Bapesitelda) Propinsi Jawa Barat, diberikan
kewenangan dalam Pengelolaan/ Penyelenggaraan, Pembinaan dan
Pengendalian, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi
dan Telematika di Jawa Barat. Sebelumnya lembaga teknis ini bernama
KPDE (Kantor Pengolahan Data Elektronik) sejak tahun 1992, dan
dilakukan pengembangan menjadi Bapesitelda Propinsi Jawa Barat
mulai Tahun 2000,

Dengan ditetapkannya Perda Nomor 16 Tahun 2000 tentang
lembaga Teknis Daerah, maka fungsi dan peran Bapesitelda menjadi
semakin meningkat dalam pembangunan dan pengembangan Sitel.
Bapesitelda berperan dalam menumbuhkembangkan masyarakat
informasi dan pengembangan industri T di Jawa Barat.

Adanya kesenjangan antara sumber daya yang tersedia dengan
kebutuhan dan petkembangan TI, menjadikan unit kerja pengelola
Sitel sangat strategis dan dituntut untuk dapat menjembatani
kesenjangan tersebut, sekaligus mendayagunakan perkembangan TL.

Seiring dengan betlakuaya Peraturan Daerah Nomor: 16
Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat,
maka diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit.
Bapesitelda  berpedoman kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor : 59 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian
Tugas Unit Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika
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